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Abstract
Despite the adaantages of sending manual labouts oL)erseas,
Indonesia fails to set up a relinble scheme to protect tryry f'o*
abuse. Improuement of the quality of the labours, tightening
control oaer the brolcery agencies ns well as legal and admin-
istratiae reform are required to do so.
Kata-kata kunci:
buruh migran; perlindungan tenaga keria;
Persoalan Tenaga Kerja hndonesia di luar negeri sepertinya tidak
pernah berhenti. Berbagai kasus di berbagai negara,-dari penyandgl"*,
penganiayaan, bahkan pemerkosaan TKI sering kita- dengar. K-asusjr*i paling fenomenat idalah penggusuran secara paksa tenaga kerla
it"glt utal indonesia dari Malaysia, Taiwan mluPun Hongkong pada
tahun 2002. Penderitaan TKI tidak hanya terjadi di luar negari, namun
jng" di dalam negeri. Tidak sedikit dari mereka masih iuga menjadi
korban pemerasan dan penipuan sesamPai di tanah air.
Ironi
Sungguh sangat Ironis ! Mereka yang teraniaya dijuluki sebagai
pejuang dan pahlawan devisa. Dalam periode 1999-2001, 'l',28 juta
pengaiar lurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu
sosial dan Ilmu Politik, universitas Gadjah Mada, Yoryakarta.
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olang TKI mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia
sebesar 3,145_Tilyar dollar AS, Ttira dengan Rp 31,54 trilyun (dengankurs Rp 10.000,00 per dollar AS). engka tersebut ;,h^nyi,,kontribusipekerja yang legal dan tercatat. Menurut perkiraan Depnakerjumlahnya- mencapai tiga kali dari- angka tersebut. Lebih ironis lagi,pemerintah mentargetkan perolehan devisa dari pengiriman tkl
mencaPai 5 milyar dollar AS tahun 2005. Target inipln iicapai. pada
tahun 2001 uang yang masuk ke lrdonesia mencapai 1,1 milyar dollar
AS, dikirim oleh 738.000 TKI di luar negeri.
.Meskipy".g"yisa yang dihasitkan oleh TKI cukup besar, akan
letapi selama ini kebij** pemerintah tidak berpihak kepada mereka.
secara resmi pemerintah, tepatnya Menteri T"r,"ga xer;a telah
menetapkan Keputusan Mentri renaga Kerja nomor ref.toa A/MEN/
2.!0]^tentang Penempatan TKI keluai negeri. Dalam konsideran huruf
'.' b" 
. 
Sr! 7t Keputusan tersebut disebutk"i', buh*a penempatan tenagakerja keluar negeri dilakukan dalam langka *e*"r,faatkan pasar keiainternasional d.engan meningkatkan kuilitas kompetensi tenaga ke4adan disertai dengan perlindungan yang optimal sejak ,6b"l.r*
keberangkatan, selama bekerja diluar hegJri sampai tiba kembati diIndonesia (widodo, 2005 : 9). Kenyataannya, kaius kekerasan dan
Pemerasan terhadap TKI masih saja terjadi. Bahkan, kasus TKI korban
kekerasan di luar negeri meningkat dan pemerasan di dalam negeri
tidak berkurang.
Problema perlindungan tenaga kerja Indonesia muncul karena
ketidaks_iapan Indonesia dalam menghagupi interaksi ekonomi yang
terglobalisasi- Sebelum melacak penyebab yu.g sifatnya lebih teftnis]
operasional, ada baiknya 
-kita cermaian bagaimanu puiu. tenaga kerjadi dalam negeri terkait dengan pasar teniga kerja di negara-negara
lain.
Kuatnya Dorongan Ke Luar Negeri
Rendahnya jaminan keselamatan diri para tenaga kerja Idnonesia
adalah 
:":ik9 la"g harus diambil rnenglngat kuatnyi aoror,gan unruk
mencari, kerja k9 lla1 negeri. Faktor utama yang mendoroft migrasi
tenaga kerja ini adalah perbedaan upah tenafa kerja di Indoriesia
dengan negara yang didatangi para rrl. uereka ,"burrurnya akan
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memilih bekerja di dalam negeri jika jurang perbedaan upah nominal
antara keduanya tidak terlalu jurh.
Upah Indonesia tenaga kerja di Malasysia adalah sekitar empat
kali lebih besar dibandingkan upah di dalam negeri. |ika biaya
perjalanan ikut diperhitungkan, harga tenaga kerja Indonesia di Ma-
laysia masih sekitar tiga kali lebih tinggi dari harga di dalam negeri.
Pilihan untuk mengambil jalur ilegal, tidak jarang dilakukan karena
para TKI tidak mau kehilangan bagian upahnya untuk ongkos
perijinan. Memang mereka tetap harus keluar "biaya keamanarr" agar
bisa tetap ada di sana, namun biaya tersebut bisa ditekan lebih rendah
(Susilo, 2002).
Rendahnya tingkat upah di dalam negeri terkait dengan sempit-
nya lapangan kerja yang tersedia. Menarinya pilihan untuk bekerja ke
luar negeri bukan hanya karena dikarenakan mudahnya mencari kerja,
di luar negeri mereka lebih bisa memperoleh fasilitas ataupun gaji yang
lebih baik.
Migrasi tenaga kerja Indonesia adalah konsekuensi logis dari
Proses globalisasi. lrtersitas interaksi ekonomi global telah membawa
implikasi penting bagi integrasi ekonomi, sejalan dengan semakin
pudarnya sekat teritori negara. Dalarn konteks ini kebijakan paffir kerja
dalam satu negara menjadi perhatian bagi negara-negara lain. Satu
kebijakan dapat menghasilkan arus migrasi secara besar-besaran ke
negara lain yang juga menyebabkan penurunan tingkat upah di negara
penerima tersebut. Oleh karena itu, pasar kerja memiliki pengaruh yang
amat besar terhadap perdagangan arus modal dan mobilitas kerja(Ananta & Chotib, dalam Tukiran, et. al, 2002: 86).
- 
Bekerianya TKI di luar negeri mimiliki kontribusi positif bagi
pembangunan ekonomi negara yang ditempati. Menarik untuk dicatit,
tinggnya tingkat pertumbuhan ekonomi mereka justru semakin deras
menyerap tenaga kerja asal hrdonesia. Sementara itu, besarnya jumlah
penduduk serta relatif rendahnya perfumbuhan ekonomi menyebab-
kan terjadinya surplus tenaga kerja di dalam negeri. Hal ini *u.,gukib"t-
fg t"tillhyu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Tjiptoherilanto,
1996 : 137). Negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Taiwary Ko-
rea Selatary Hongkolg, Singapura, Brunei Darussalam memilikiiumlah
penduduk yang sedikit dan pertumbuhan penduduk yang iendah
namun memiliki perfumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara-negara
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tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja dan memutuskan untuk
mendapatkan tambahan tenaga kerja dari negara lain, termasuk In-
donesia. Negara-negara industri baru seperti Malaysia dan Thailand
tadinya berperan sebagai negara pengirim maupun penerima tenaga
kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di kedua negara
tersebut, mengalami kekurangan tenaga kerja terutama di sektor
perkebunan, manufakfur dan konstruksi.
Besarnya mobilitas pekerja secara internasional memberikan
setidaknya dua keuntungan. Pertama menekan angka Pengangguran
di dalam negeri. Kedua, tambahan devisa. Namun demikian, arus
migrasi keluar yang terlampau besar juga menimbulkan dampak yang
kurang menyenangkan, seperti hilangnya sebagian besar pekerja
potensial dari daerah pertanian. Dari sisi pemanfaat pekerja migran
dari luar negeri, kehadiran TKI juga bisa memiliki implikasi-implikasi
sosial, ekonomi dan politik (Guinness dalam Haris, 2003 : 2). Mayoritas
TKI adalah pekerja kasar, sementara penduduk negeri yang
bersangkutan memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang
cukup tinggi. Yang terjadi bukan hanya segregasi sosial tetapi iuga
streotyping yang pada gilirannya mengkondisikan potensi konflik.
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa migrasi TKI dalam kalkulasi
makro bersifat saling menguntungkan. Negara pengirim memperoleh
keuntungan dalam bentuk pengurangan jumlah pengangguran.
Negara penerima terbantu upayanya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.yu. Sungguhpun demikian, dalam skala mikro menimbulkan
persoalan yang menunfut perhatian serius. Pengamatan dalam skala
mikro inilah yang langsung menyentuh kehidupan TKI sebagai
manusia, bukan sekedar sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi.
Kerapuhan Perlindungan
Berbagai persoalan yang menimpa TKI di luar negeri seperti
perlakuan kasar, pemerkosaan, penyiksaan fisik sampai pada
penggusuran sebenarnya juga bersumber dari persoalan yang sudah
ada sejak dari dalam negeri. Untuk melacak sumber-sumber kerapuhan
perlindungan tenaga kerja, perlu dilakukan pelacakan di tiga domain:
(1) tenaga kerja, (2) pengantara transaksi ketenagakerjaan, dan (3)
jaminan hukum pemerintahan. Ketiganya akan ditelaah berikut ini.
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berbagai kasus yang menimpa pekerja Indonesia di luar negeri
sesungguhnya tidak terlepas dari lemahnya sistem manajemen dan
kontrol terhadap pengiriman TKI. Kelemahan tersebut terutama
terlihat pada dua hal berikut ini.
Pertama, lemahnya perhatian BPJTKI terhadap surat perjanjian
kontrak kerja. Perhatian mereka hanya tertuju pada aspek formal
dalam mengadministrasikan pengiriman tenaga kerja. Dalam hal ini
ada beberapa hal yang penting untuk dicermati.(1) PITKI optimum dalam memfasilitasi transaksi melalui kontrak.
Tidak menjadi kehirauan utama apakah TKI sepenuhnya faham
akan logika kontrak dan faham akan isi dokumen kontrak. Belum
lagi,isi dokumen kontrak itu sendiri menggunakan logika hukum
yang tidak mudah dipahami oleh sebagian besar pekerja.(2) Ketentuan besarnya upah tidak tertera secara transparan dalam
surat perjanjian kontrak kerja(3) Adanya perbedaan perlakuan dalam proses pengiriman pekerja
menyebabkan resiko yang mungkin dialami pekerja menjadi
beragam.
Kedua, kurang jelasnya mekanisme perlindungan hukum
terhadap pekerja menyebabkan terjadinya mis-interpretasi yang
cenderung menempatkan pemerintah dan pekerja pada posisi yang
paradoks dan merugikan (Haris, 2002 : 163-1,64). Ketidaktahuan
pekerja mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dokumen
tersebut justru dimanfaatkan oleh biro-biro pengiriman tenaga kerja
untuk mengeksploitasi TKI tersebut.
Berbagai kelemahan yang ada pada manajemen maupun
pengawasan pemerintah menyebabkan pada agen/bto-biro penyalur
tenaga kerja sering bertindak sebagai perusahaan pemeras tanpa
memberikan perlindungan sama sekali. Tak jarang, jaringan penyalur
tenaga kerja itu bertindak selayaknya jaringan mafia dengan prosedur
yang serba gelap. Mereka kurang mempedulikan hak dan kemanusiaan
para pekerja. Bahkan, banyak pula pekerja wanita yang kemudian
disulap menjadi peryaja seks. Dalam kondisi agen seperti ini, tak banyak
pula yang dapat dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja ketika
TKI mengalami tindak kekerasan dari majikan/tindakan hukuman dari
pemerintah setempat. No money n0 work itulah tampaknya yang
menjadi prinsip dari para agen penyalur tenaga kerja. Dengan
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demikian, TKI hanya dilihat sebagai komoditas saja, karena melalui
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri mereka dapat "bermain" dan
mencari keuntungan biaya pengiriman TKI, jasa penamPungan dan
potongan harga pesawat.
Pengamatan menunjukkan bahwa sistem perekrutan yang
dilakukan oleh PJTKI cenderung asal-asalan dan kurang mempertim-
bangkan aspek kualitas. Ada kesan, bahwa yang penting bagi PITKI
adalah bagaimana mereka memperoleh keuntungan sebanyak-banyak-
nya dari pengiriman TKI tersebut. Sistem perekrutan yang kurang
didasarkan pada pertimbangan kualitas ini jelas merupakan kelemahan
yang berakibat pada rendahnya kemampuan tenaga kerja yang ber-
sangkutan untuk merebut peluang kerja yang ada di negara-negara
tujuan.
Faktor-faktor tersebut ditambah dengan motivasi untuk dapat
segera bekerja dan mendapatkan uang dari luar negeri menyebabkan
para calon tenaga kerja lebih memilih jalan pintas dengan menjadi
TKI ilegal. Prosedur berbelit-belit yang dilakukan oleh PITKI serta proses
pelayanan yang kurang baik/tidak transparan menjadi fakta penyebab
bagi munculnya TKI ilegal. Mereka yang memiliki jalur illegal tentu
saja tidak akan mendapatkan proteksi hukum.
Alur pengiriman tenaga kerja dapat menjadi bertambah panjang
karena sebelum berhubungan dengan PJTKI para calon tenaga kerja
berhubungan terlebih dahulu denganbroker / pialang. Jika digambarkan
mengenai mekanisme rekrutmen calon tenaga kerja oleh PITKI tersebut
dapat dilihat dalam Skema l.:
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a/ : Birokrasi Swasta(""-'--): Koordinasi
wicaksono (dalam Tukiran et.al, 2002: 109) mengungkapkan
adanya beberapa faktor yang menyulut terjadinya migrasi ilegal.
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah desain pelayanan program,
sosialisasi, kinerja institusi penyelenggara, kebijakan di negara
penerima, ketidakjelasan aturan main, law enforcement, latar belakang
lingkungan sosial calon TKI atau akses informasi merupakan beberapi
determinan yang berpotensi besar.
3. Lemahnya Skema Peilindungan Pemerintah
Meskipun TKI sering disebut sebagai pejuang devisa, namun
hingga saat ini belum ada peraturan perundangan yang menjamin
keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri. Efektifitas Keputusan
Menteri renaga Kerja No. '1,04 A, masih diragukan. Men gapa ?
Jangkauannya hanya pada sektor terkait Depnaker saja. Teidipat
kecenderungan pemerintah hanya hirau pada persoaian
gembeSngkatan TKI ke luar negeri, tidak memiliki skema yang bisa
diandalkan untuk memberikan perlindungan selama di luar negeri.
]aminan keselamatan di negara tujuan tidak terjamin karena tidak
adanya kesepakatan bersama dengan negara penerima TKI. Akibatnya,
ketika ada masalah yang berkaitan dengan TKI diselesaikan menurut
wewenang setempat dan pemerintah Indonesia tidak dapat
mengintervensi keputusan yang mereka ambil.
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Lemahnya perlindungan TKI ini jugu diperparah bahwa hingga
saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional
Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Padahal, ide paling
ideal perlindungan hukum bagi TKI berkaitan dengan hak untuk
berserikat dan hak-hak normatif lainnya.
Lemahnya perlindungan TKI di luar negeri i,rgu disebabkan
karena status pekerja Indonesia sangat lemah, bahkan dalam UU
Perburuhan di Indonesia sendiri. Mereka tidak termasuk dalam definisi
buruh formal yang terikat dengan upah, waktu kerja dan kontrak
tertentu. Pekerja Indonesia hanya menjadi sejenis pekerja harian lepas.
Dalam kondisi seperti ini, mereka bahkan tidak berhak mempunyai
serikat buruh untuk melindungi kepentingannya, apalagi di negeri
orang. Tanpa ada serikat pekerja tersebut, posisi pekerja Indonesia
sangat lemah. Tak ada organisasi besar yang dapat mewakilinya dalam
bernegoisasi maupun penggusuran aneka dokumen administrasi. Jika
pekerja tidak dibayar, bahkan diperkosa mereka harus menghadapinya
secara individual pula, apalagi dalam kondisi mereka yang datang
secara ilegal.
Tidak tercantumnya soal perlindungan dan penyelesaian konflik
dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan
tiap negara dalam pengiriman dan penerimanan tenaga kerja
menyebabkan tidak adanya acuan yang pasti dalam proses
penyelesaian kasus yang dialami oleh TKI. Tanpa pedoman yang pasti
tersebut, dapat dipahami jika penyelesaian kasus yang dialami oleh
TKI acapkali parsial dan tidak secara penuh mempertimbangkan hak-
hak asasi para tenaga kerja tersebut. Perlakuan buruk terhadap para
TKI di luar negeri dan di berbagai bidang pekerjaan/ sesunggutnya
bukan mencenninkan lemahnya posisi tawar Tenaga Kerja Indonesia
dihadapan majikan atau pemilik modal. Tetapi lebih dari itu, kasus
tersebut jugu mencenninkan bagaimana lemahnya posisi Tenaga Kerja
Indonesia dalam konteks masyarakat dan proses pembangunan secara
keseluruhan.
Selain hal di atas, hal yang paling sering dilakukan oleh pemerin-
tah adalah keterlambatan reaksi pemerintah Indonesia untuk melin-
d*gr warganya, ketika ada masalah yang dihadapi TKI di luar negeri.
Sebagai contoh dari lambatnya reaksi pemerintah dan sempat menjadi
tragedi nasional adalah ketika terjadi penggusuran TKI ilegal dari
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Malaysia tahun 2002 yang lalu. Pemerintah Indonesia tidak melakukan
antisipasi dan persiapan dalam menghadapi kebijakan imigrasi dan
pengusiran atas pekerja ilegal Indonesia yang sudah diumumkan 6
bulan sebelumnya. Menurut perafuran keimigrasian Malaysia, sejak L
Agustus 2000 imigran gelap dan tak bersurat resmi dan mereka yang
menampung mereka bila tertangkap akan diberi hukuman penjara 6
bulan atau mendapatkan hukuman 6 kali cambuk rotan. Malah dalam
kasus tertentu dapat dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ketika
harinya datang, L Agustus 2002 tak ada koordinasi dan tak ada upaya
kongkret pemerintah Indonesia untuk membantu TKI ilegal tersebut.
Meskipun Presiden Megawati sudah mengemukakan bahwa "apapun
yang dilakukan pemerintah, jika masyarakat tidak mengikuti aturan
maka akan sulit bagi pemerintah untuk menanganinya lebih lanjut
jugu dinyatakan bahwa diera otonomi daerah saat ini, pemerintah
daerah harus lebih banyak mengetahui tentang masyarakatnya sendiri.
Tangan pemerintah pusat tidak cukup jauh, sehingga tidak dapat
menjangkau daerah-daerah berkaitan dengan proses pengiriman
tenaga ke4a" (Widodo,2005 : 3). Artinya daerah memiliki peran yang
signifikan pula dalam memberikan perlindungan dan perhatian
terhadap berbagai kasus yang menimpa TKI. Dengan kata lain, dilihat
secara diakronik maupun singkronik sangat erat berkaitan dengan
bentuk ataupun pola hubungan TKI yang ada antar negara dari masa
ke masa (Haris, 2003 : "1,2), yang dapat dipetakan model-model
perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Rekomendasi Kebijakan
Mengingat arti pentingnya TKI dalam upaya memperoleh devisa,
maka perlu ada sebuah kebijakan yang mampu memberikan perlin,
dungan kepada para Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal perlindungan
terhadap tenaga kerja ini, Indonesia sebenarnya perlu belajar dari
Filipina yang mempunyai Philippine'Employment Oaerseas Administra-
tion (POEA). Lembaga ini berperan penting dalam perlindungan tenaga
kerja agff tidak dieksploitasi para majikan atau perusahaan pengerah
jasa tenaga kerja (PITK) di negara manapun mereka berada. pOEA ini
gencar berkampanye untuk bersikap hati-hati terhadap perusahaan
Pengarah jasa tenaga kerja melalui Anti Ilegal Reuutment Campaign.
Flampir tiap tiga bulan sekali POEA mengeluarkan sertifikasi PJ-[K yang
memiliki persyaratan termasuk yang dilarang karena melakukan
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pelangg ar an / penipuan terhadap tenaga kerjanya. Fungsi perlindungan
hak-hak tenaga kerja oleh POEA dilaksanakan dengan adanya
kewajiban pengetahuan terhadap setiap kontrak kerja yang akan
ditandatangani oleh para calon tenaga kerja. Ini dilakukan untuk
menjamin bahwa isi kontrak tidak akan merugikan tenaga kerja dalam
hal upah/fasilitas yang dijanjikan. Dengan demikian, tanpa ada
Pengesahan dari POEA, calon tenaga kerja tidak akan dapat keluar
dari negaranya.
Dari paparan tersebut, sangat kontras rasanya melihat perhatian
dari pemerintah Filipina dengan Indonesia dalam menentukan
perlindungan terhadap tenaga kerja. Oleh karena tu, berangkat dari
berbagai persoalan yang selama ini melingkupi TKI, maka ada beberapa
rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas TKI
Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan TKI rentan
terhadap eksploitasi dari berbagai pihak adalah karena
rendahnya kualitas TKI. Oleh karen-a itu, pemberian bekal skill
bagi .uior, tenaga kerja merupakan hil utama dan perlu
dilakukan agar mereka bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang
lebih terhormat, tidak sekedar sebagai pembantu rumah tangga
atau pekerja kasar di pabrik.
Pola pemberi an skill / ketrampilan yang ideal bus para pekerja
adalah pola pembinaan yang berkelanjutan. Pola pembinaan
yang dinilai positif di kawasan industri adalah dengan konsep
community deaelopment dengan membentuk penelusuran bakat
dan minat dan memberikan kursus-kursus ketrampilan seperti
menjahit, jurnalistik, pecinta alam, tari dan teater serta olahraga.
Dengan demikian, usai masa kontrak mereka yang rata-rata
sekitar 2 tahun, mereka masih bisa bekerja dengan bekal
pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh.y".
2. Perbaikan Pelayanan dan Perbaikan Pengawasan Terhadap PITKI
Seperti telah diuraikan di atas, keberadaan agen -agen/biro penya-
lur tenaga kerja j,tga turut menjadi penyebab terjadinya persoalan
yang dihadapi oleh TKI. Dalam hal ini, pemerintah perlu
memberikan sistem manajemen dan kontrol yang ketat terhadap
aktivitas PITKI. PITKI diharapkan tidak sekedar mengirimkan
TKI secara asal-asalan yang kualitasnya rendah, karena cara
berfikir seperti ini justru akan menyebabkan nasib TKI menjadi
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buruk. Dengan demikian, melakukan pengawasan terhadap
sistem rekruhen maupun penempatan TKI menjadi sesuatu hal
yang mutlak dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewaspadi
berkembangnya mafia percaloan tenaga kerja tidak cukup dengan
mendaftar Biro-Biro Penyalur fasa Tenaga Kerja (BPITKI)
bermasalah, akan tetapi lebih penting lagi adalah mengikis habis
berbagai bentuk backing yang melindungi jaringan-jaringan liar
tersebut (Haris, 2002: 160). Masalah backing ini hampir menjadi
tradisi yang dapat dilepaskan dari seluruh prosedur pengiriman
jasa tenaga kerja. Adanya backing ini menyebabkan munculnya
berbagai dilema yang seringkali rumit untuk dipecahkan, seperti
kejanggalan dalam prosedur pendaftaran hingga proses
pengiriman TKI maupun ketika para pekerja mengalami masalah
serius di negara tujuan
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan,
maka pihak Depnaker harus mulai membiasakan melakukan
survei pelanggan sebagai suatu metode untuk mengetahui aspirasi
dan kebutuhan calon TKI. Dengan demikian, para TKI akan
mendapatkan suatu quality assurance yakni jaminan kepastian
pelayanan sehingga para calon TKI tidak lagi diombang-
ambingkan oleh pelayanan yang tidakp pasti. Upaya peningkatan
pelayanan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan
pemberantasan mal praktek secara sistematis. Pihak Depnaker
harus secara serius memberantas berbagai praktek percaloary
kolusi dan nepotisme. Berbagai bentuk penipuan wnur terhadap
calon TKI, pemalsuan KTP, pungutan liar dan banyaknya oknum
pejabat Depnaker yang berbisnis sebagai pemiliki PITKI tentu
saja akan memberikan iklim yang tidak sehat bug pelaksanaan
misi kebijakan atau program (Wicaksono dalam Tukiran, Flaris,
Abdul, Kutanegara, Pande Made dan Setiadi, 2002: 118).
Peningkatan manajerial pelayanan tersebut pada akhirnya
sangat penting iuga di dalam upaya mencegah maraknya TKI
ilegal.
P eningkatan koor dinasi ant arinst ansi
Lemahnya kerjasama dan koordinasi antar instansi, menjadi
faktor penyebab implementasi kebijakan dan penanganan
masalah-masalah yang dihadapi TKI seringkali kurang berhasil.
Selama ini, sangat jarang atau bahkan belum pernah sama sekali
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terdengar dan terlihat kerjasama yang terorganisasi antar
berbagai instansi dan terkesan masing-masing instansi bekerja
sendiri-sendiri.
Persoalan TKI harus dipandang sebagai masalah nasional yang
melibatkan banyak departemen dari mulai Depdagri (RT/RW,
lurah dan camat), Depkeh (imigrasi), Depnaker, Kepolisian,
Dephub, Deplu melalui Kedubes atau Konjen setempat hingga
presiden yang harus bertanggung jawab secara penuh atas hak-
hak dan martabat anak bangsanya yang berjuang di negeri o-
rang karena negerinya sendiri sulit menyediakan lapangan kerja
bug mereka.
4. Pulindungan Sosial dan Perlindungan Hukum bagi TKI
Kasus-kasus yang menimpa TKI selala ini diakui atau tidak
menunjukkan bahwa di berbagai negara, persoalan perlindung-
an sosial bagi TKI masih mengandung sejumlah masalah, bahkan
boleh dikatakan belum ada perlindungan. Untuk mendukung
dan memberikan kepastian sosial bug TKI dibutuhkan komitmen
yang benar-benar serius dan bahkan sejumlah intervensi yang
nyata. Dalam hal perlindungan sosial ini, paling tidak dibutuhkan
tiga prasyarat yakni prakondisi sosial, prakondisi hukum dan
prakondisi ekonomi bagi para TKI agar mereka dapat lebih
berdaya dan resisten terhadap tekanan-tekanan sosial,ekonomi
yang bersifat structural. Perbaikan prakondisi sosial menyangkut
dua hal yakni peningkatan kesadaran di kalangan TKI/TKW
sendiri dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung
pengembangan dan aktualisasi para TKI agar dapat mengem-
bangkan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Tanpa
sensitivitas terhadap bias-bias jender, para TKI/TI(W tidak akan
peka terhadap perlakuan yang merugikan diri mereka. Kedua,
prakondisi hukum yakni upaya menciptakan iklim pembangunan
hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran paia TKI
atas hak dan kewajiban mereka baik dalam kehidupin sosial
mauPun kehidupan ekonomi di tempat kerja. Ketiga, prakondisi
ekonomi adalah upaya mempersiapkan penyanggJaan aset para
TKI yang dapat dijadikan modal mereka untuk meningkatkan
posisi dln mengembangkan kegiatan produktifnya. Selain
memberikan bantuan modal bagi para TKI yang berbtrnga rendah,
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akan pernah berubah. Jika pengiriman TKI terus dilakukan tanpa ada
perubahan kebijakan dalam segala hal yang mengacu pada perbaikan
maka hanya akan menumbuhkan stigmatisasi bahwa Indonesia sebagai
negara pengeskpor Pembantu Rumah Tangga dan negara miskin yang
tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri.
Catatan Penutup
Meskipun telah banyak masalah yang menimpa TKI, tampaknya
pemerintah tidak mau belajar untuk melakukan perbaikan terhadap
kinerja pelayanan TKI. TKI seolah-olah hanya dianggap sebagai "sapi
perah" yang dapat diekpoitasi oleh berbagai pihak manapun. Fakta
bahwa TKI adalah pejuang devisa seringkali diabaikan saja. Berangkat
dari persoalan tersebut rekomendasi kebijakan ke depan setidaknya
perlu memperhatikan berbagai aspek yang selama ini menjadi akar
permasalahan dari TKI. Peningkatan kualitas SDM TKI, perbaikan
sistem manajemen pelayanan dan pemberlakuaan kontrol terhadap
PITKI, peningkatan koordinasi antar instansi dan perlindungan sosial-
hukum bug TKI adalah beberapa hal yang setidaknya perlu dilakukan
oleh pemerintah di dalam upaya membuat TKI lebih berdaya. '+**'F*
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